BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR      85       TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK) PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka penanggulangan dampak krisis ekonomi di perkotaan, Pemerintah menempuh kebijaksanaan dan langkah-langkah dengan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan (PJOK) proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2007 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;



	Memperhatikan :
	Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 050/1167/IV/Bangda tanggal 5 Juli 2000 perihal Pembentukan Tim Koordinasi dan Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan (PJOK) proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP);


	
	MEMUTUSKAN :


	Menetapkan :
	

	KESATU     :
	Membentuk Tim Koordinasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


	KEDUA       :
	Tugas Tim Koordinasi P2KP sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. memfasilitasi pelaksanaan P2KP di Kabupaten Bantul;

b. memberikan saran pemecahan apabila terjadi permasalahan di tingkat kecamatan dan desa;

c. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi P2KP di Kabupaten Bantul;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan P2KP dengan dinas/instansi dan pelaku P2KP terkait;

e. membuat laporan akhir sebagai pertanggungjawaban yang memuat pelakanaan tugas, hasil kegiatan serta hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KP.



	KETIGA      :
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Proyek Fasilitasi dan Koordinasi pemberdayaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kabupaten Bantul.


	KEEMPAT  :
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2008.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

4. Kepala Bawasda Kabupaten Bantul;

5. Kepala Kantor Humas dan Informasi Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;

7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR         TAHUN 2008

TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA PJOK P2KP

	No.
	Jabatan dalam Tim
	Jabatan dalam Dinas
	Keterangan

	1.
	Pengarah
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul


	

	2.
	Koordinator
	Kepala Bappeda Kabupaten Bantul


	

	3.
	Sekretaris 
	Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kab. Bantul


	

	4.
	Anggota
	1. Kasubid. Kependudukan dan Tenaga Kerja Bappeda Kab. Bantul
2. Kasubid. Kesejahteraan Masyarakat Bappeda kab. Bantul
3. Kasubid. Pendidikan dan Spiritual Bappeda Kab. Bantul
4. Kasi Usaha Ekonomi Desa Kantor PMD Kab. Bantul

5. Sekretaris Kecamatan Srandakan
6. Sekretaris Kecamatan Imogiri

7. Sekretaris Kecamatan Banguntapan

8. Sekretaris Kecamatan Bambanglipuro

9. Sekretaris Kecamatan Pandak
10. Sekretaris Kecamatan Jetis

11. Sekretaris Kecamatan Kretek

12. Sekretaris Kecamatan Sewon

13. Kasi Ekobang Kecamatan Piyungan

14. Kasi Ekobang Kecamatan Sedayu

15. Kasi Ekobang Kecamatan Pundong

16. Kasi Ekobang Kecamatan Kasihan

17. Kasi Ekobang Kecamatan Pleret

18. Kasi Ekobang Kecamatan Bantul

19. Kasi Pemerintahan Kecamatan Sanden

20. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul
	1. Drs. Suwandi, MSi

2. Drs. Sukirno

3. Iswanto

4. Sujarwo, SE




BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
